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Abstract
The purpose of this research is determining the shape of a Guild Civil in the Act Number 2 of 2014 on the 
Amandements of the Act Number 3 of 2004 concerning of Notary and application the Act Number 2 of 2014 on 
the Amandements of Act Number 3 of 2004 concerning of Notary related to effectiveness in the implementation 
evaluative intended to obtain information about the cause of symptoms. This approach is needed in order 
to give advice on issues and asseses the measures undertaken by the Article 20 of the Act Number 2 of 2014 
on the Amandements of the Act Number 3 of 2004 concerning of Notary. Based on result of research and 
discussion concluded that the implementation of Article 20 of the Act Number 2 of 2014 on the Amandements 
of the Act Number 3 of 2004 concerning of Notary of the shape Guild Civil is different from Guild Code that 
referred to in Article 1618 Book of the Law of Civil the joint venture in relation to liability mainly Notaries 
Civil and implementation requirements according to Regulation Minister of Justice and Human Right of the 
Republic of Indonesia Number M.HH.01.AH.02.12 Year 2010. However in practice that form ineffective cause 
of substance, structure and cultural factors.
Keywords : Effectiveness, Notary, Guild Civil.
Abstrak
diagnostik, preskriptif dan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
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A. Pendahuluan
 
(UUJN) dimungkinkan para Notaris untuk bergabung 
Jabatan Notaris memberikan ketentuan mengenai 
bentuk badan usaha bagi Notaris. Ketentuan 
tentang Perserikatan Perdata Notaris dijabarkan 
lebih detil di dalam Peraturan Menteri Hukum dan 
Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk 
badan usaha bagi Notaris ini diundangkan kembali di 
Dari kedua pasal tersebut terdapat perbedaan, 
bentuk Persekutuan Perdata.
Jabatan Notaris ketentuan lebih lanjut untuk 
menjalankan Persekutuan Perdata diatur dengan 
Perdata Notaris dengan alasan, bahwa persekutuan 
umum, oleh karena itu mengurangi persaingan 
dikehendaki, lebih-lebih di tempat-tempat dimana 
 dibebankan kepada para Notaris.
diangkat oleh pemerintah, namun diakomodir oleh 
menjadi perbedaan dalam pelaksanaan jabatan 
dalam persekutuan perdata, berdasarkan paparan 
latar belakang tersebut diatas akan diuraikan bentuk 
Persekutuan Perdata menurut ketentuan di dalam 
jabatan Notaris.
B. Metode Penelitian
diagnostik, 
mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab 
mengenai masalah-masalah dan menilai langkah-
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penelitian ini adalah pendekatan undang-undang 
(statute approach)
Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 
peneliti dengan responden atau narasumber atau 
informan untuk mendapatkan informasi.
C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Perdata Notaris dalam Undang-Undang Nomor 
Persekutuan Perdata Notaris dalam Undang-
mengatur bahwa Notaris dapat menjalankan 
dengan tetap memperhatikan kemandirian 
dan ketidakberpihakan dalam menjalankan 
sebagaimana dimaksud diatur oleh para Notaris 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai 
dalam bentuk perserikatan perdata diatur dalam 
Peraturan Menteri. 
Jabatan Notaris, ditetapkanlah Peraturan Menteri 
memberikan kepastian hukum dan landasan 
bagi para Notaris di Indonesia dalam mendirikan 
Kantor Bersama Notaris dapat diartikan 
beberapa orang Notaris bergabung dalam sebuah 
perserikatan untuk bersama-sama menjalankan 
tugas jabatan Notaris dalam satu kantor Notaris 
sebagai identitas Kantor Bersama tersebut.
dalam bentuk Persekutuan Perdata diatur 
Notaris, bahwa Notaris dalam menjalankan 
dengan tetap memperhatikan kemandirian 
dan ketidakberpihakan dalam menjalankan 
Bentuk Persekutuan perdata diatur oleh 
para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa 
adalah sebagaimana diatur dalam KUH Perdata 
dan KUHD.
Unsur tujuan untuk memperoleh keuntungan 
atau laba bersama dalam persekutuan perdata 
dilakukan dengan menjalankan perusahaan. 
Menjalankan Perusahaan menurut pembentuk 
undang-undang diartikan sebagai perbuatan 
terangan, dalam kedudukan tertentu dan 
bertujuan untuk mencari laba.
dimaksud dalam Undang-undang ini atau 
P e r s e k u t u a n  P e r d a t a  d e n g a n 
tetap memperhatikan kemandirian dan 
ketidakberpihakan dalam menjalankan 
Notaris adalah sebagai seorang Pejabat Umum. 
Istilah independen ini sering disama artikan 
dengan Mandiri. Dalam konsep Manajemen 
bahwa penerapan istilah Mandiri berarti 
dapat berdiri sendiri tanpa tergantung kepada 
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(depend on). 
Sedangkan Independen baik secara manajerial 
maupun institusional tidak tergantung kepada 
Dalam independensi ini ada 3 (tiga) bentuk, 
1. Structural Independen
secara kelembagaan (institusional
dalam bagan struktur (organigram) 
terpisah dengan tegas dari institusi lain. 
Dalam hal ini meskipun Notaris diangkat 
dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman 
(Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), 
secara kelembagaan tidak berarti menjadi 
bawahan Menteri Kehakiman (Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia) atau 
berada dalam struktur Departemen Hukum 
 menentukan 
bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan 
Pemerintah dalam hal ini adalah menteri 
Jabatan Notaris). Notaris meskipun 
secara administrat if diangkat dan 
diberhentikan oleh pemerintah, tidak 
berarti menjadi subordinasi (bawahan) 
  Dengan demikian Notaris dalam 
a) Bersifat mandiri (autonomous);
(impartial);
(independent)
atau oleh pihak lain.
2. Fuctional Independen, 
Notaris. 
Undang-
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 
, maka ada 
memformulasikan keinginan/tindakan 
para pihak ke dalam akta otentik, 
dengan memperhatikan aturan hukum 
dibuktikan atau ditambah dengan alat 
benar tersebut wajib membuktikan 
3. Financial Independen, 
memperoleh anggaran dari pihak manapun 
juga.
  Notaris meskipun diangkat dan 
diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak 
menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. 
  Ketentuan independensi ini, diatur 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 
  D i l i h a t  da r i  p r i n s i p -p r i n s i p 
hubungan structural independen dengan 
mengangkat Notaris, tetapi juga functional 
independen antar sesama teman sejawat 
Notaris dan dalam 
pengelolaan keuangan.
  Functional Independen dijalankan 
dalam bertindak atas nama jabatan. Pasal 
Notaris wajib menjaga kerahasiaan akta dan 
dokumen pendukung. Disamping itu, wajib 
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menghadap Notaris.
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 
diterangkan bahwa kewajiban untuk 
berhubungan dengan akta dan surat-
dengan akta tersebut. 
  Pelaksanaan Notaris sebagai jabatan 
disumpah atau mengucapkan janji 
(berdasarkan agama masing-masing) 
sebagai Notaris. Sumpah atau janji sebagai 
selama menjalankan tugas jabatan sebagai 
Notaris. Mengenai sumpah/janji Notaris 
Notaris.
  Dalam prinsip functional independen 
ini, Notaris juga memiliki kewajiban untuk 
menghadap secara mandiri, dalam artian 
bentuk akta Notaris. 
  Meskipun Notaris bergabung dalam 
satu persekutuan perdata, akan tetapi 
membubuhkan tanda tangan pada akta. 
Baik pada Minuta dan Salinan, mulai 
saja, namun teman sejawat Notaris tidak 
dapat mempengaruhi terhadap wewenang 
sejawat Notaris. Apalagi, apabila ada 
aturan persekutuan 
harus dipatuhi oleh masing-masing Notaris 
di persekutuan tersebut, tidak boleh 
mempengaruhi kewenangan Notaris.
terikat dalam hal  
memang berhak mendapatkan honor. 
Namun, berdasarkan prinsip ini Notaris 
dilarang mendapatkan pendapatan dari 
dari melaksanakan Jabatan. Masing-
persekutuan perdata Notaris berdiri sendiri 
dalam menerima honorarium.
Unsur-unsur utama sistem hukum ada 
substance (materi/substansi), 
structure (struktur), dan culture
mencapai ketiga tujuan tersebut  membutuhkan 
a. Faktor Substansi
Dalam membentuk  peratu ran 
p e ru n d an g - u n d a n g a n  d i l a k u k an 
antara jenis, hirarki dan materi muatan, 
kejelasan rumusan dan keterbukaan. 
badan usaha pada Undang-Undang Nomor 
dalam bentuk perserikatan perdata 
memiliki tujuan sebagai  perserikatan 
perdata Notaris tidak lebih kepada kantor 
bersama sedangkan dan pada Undang-
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
dirubah menjadi Notaris dapat menjalankan 
kepada kantor bersama.
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antara batang tubuh dan penjelasan. 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
maksud dari perserikatan perdata tersebut 
dalam menjalankan jabatan dalam bentuk 
perserikatan perdata lebih lanjut diatur 
dimana antara batang tubuh dan penjelasan 
sebagai sarana untuk memperjelas norma 
batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan 
dijelaskan. Agar tidak bertentangan antara 
batang tubuh dan penjelasan
b. Faktor Struktur
Kewajiban Notaris untuk mandiri 
a) Mandiri dalam membuat akta 
Setiap anggota persekutuan 
perdata bertindak dan bertanggung 
j awab  pen uh  s eca ra  p r i bad i 
anggota membuat perikatan dan 
dari perikatan itu timbul kewajiban, 
akta dalam persekutuan perdata akan 
sulit dipertahankan karena tidak 
b) Mandiri dalam bekerja 
dalam persekutuan perdata dalam 
dapat mempertahankan prinsip 
juga tidak dapat dipertahankan 
Kitab Undang-Undang Hukum 
keuntungan dan kerugian karena 
prinsip dalam suatu persekutuan 
perdata adalah membagi keuntungan 
bersama. Sementara dalam dunia 
kenotar ia tan  t i dak  m engenal 
pembagian cara pembagian tersebut.
 atau Kultur hukum 
adalah sikap manusia terhadap hukum 
hukum adalah suasana pemikiran sosial 
bagaimana hukum digunakan, dihindari, 
hukum selama ini. Secara sederhana, 
hukum merupakan salah satu indikator 
berwenang untuk membuat akta otentik 
undangan dalam rangka mewujudkan 
kepastian, ketertiban dan perlindungan 
Notaris tersebut menjadi kontradiktif, 
karena dengan keberadaan Notaris secara 
bersama-sama dalam persekutuan perdata, 
akan sangat sulit untuk menjalankan 
merahasiakan segala sesuatu mengenai akta 
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diperoleh guna pembuatan akta. Sanksi 
terhadap pelanggaran ketentuan pasal 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 
mulai dengan teguran lisan sampai dengan 
pemberhentian dengan tidak hormat.    
C. Simpulan
tentang Jabatan Notaris) menjadi persekutuan 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
berarti bahwa seorang Notaris dapat bergabung 
dengan Notaris lain untuk membentuk persekutuan 
sama dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan 
bahwa bentuk persekutuan perdata diatur oleh para 
Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
tidak berpihak dan menjaga kerahasiaan, maka Pasal 
efektif karena faktor substansi, faktor struktur dan 
D. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka 
dapat disarankan sebagai berikut:
penjelasan lebih lanjut mengenai keberadaan 
dalam pelaksanaan jabatan Notaris.
Jabatan Notaris.
Daftar Pustaka
Badan Hukum. 
Bandung : Alumni
Jurnal
http://www.slideshare.net/notariat_unud/
Pranata Hukum 
Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang : 
Peraturan Jabatan 
Notaris
Sanksi Perdata Dan Administratif 
Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik. 
Hukum Notaris Indonesia-
Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung : 
Sanksi Perdata Dan 
Administratif Terhadap Notaris Sebagai 
Pejabat Publik. 
Kompilasi Peraturan 
Perundang-Undangan Jabatan Notaris. 
Semarang : Pustaka Zaman
Majelis Pengawas Notaris 
Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara . 
Bandung : Pustaka Zaman
Penafsiran Tematik Hukum 
Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
Jurnal Repertorium Volume III No. 2 Juli-Desember 2016
72
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 
Pengantar Teori Hukum. 
Prinsip-
Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan 
Peraturan Perundang-Undangan Terbaru. 
Metode Penelitian Kualitatif, 
Dasar Teori dan Terapannya Dalam 
Penelitian. Surakarta : UNS Press
Kumpulan Tulisan Hukum 
Perdata di Bidang Kenotariatan,
Bakti, Bandung
Pengertian Pokok 
Hukum Dagang Indonesia, Buku 2 tentang 
Bentuk-Bentuk Badan Hukum. Jakarta : 
Djambatan
Hukum Perusahaan Analisis 
Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan 
Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di 
Indonesia. Bandung : Nuansa Aulia
Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Jakarta 
Metodologi Penelitian 
Kualitatif.
Analisis Data Kualitatif. Jakarta : UI Press
Teknik Pembuatan Akta 
Otentik (Akta Notaris & Akta PPAT). Surakarta 
: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum 
Universitas Negeri Sebelas Maret
Membangun Politik 
Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta : 
Mukti Fajar Nur Dewata Dan Yulianto Achmad. 
Dualisme Penelitian Hukum Normatif 
& Empiris.
Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk 
Badan Usaha Di Indonesia. Bogor : Ghalia 
Indonesia
Penelitian Hukum. 
Jakarta : Prenadamedia Grup
Cyber Notary Pemahaman 
Awal Dalam Konsep Pemikiran
Aditama, Bandung
Reformasi Hukum, 
Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. 
Bandung : Mandar Maju
Hukum Dagang. 
Satjipto Rahardjo  Ilmu Hukum. Bandung : 
Lapisan-Lapisan Dalam 
Studi Hukum.
Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : 
Pengantar Penelitian 
Hukum
Pokok-Pokok Sosiologi 
Hukum
Pemahaman Terhadap Metodologi 
Penelitian Hukum. Surakarta : Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret
Pedoman Pembimbingan Tesis 
& Pedoman Penulisan Usulan Penelitian 
Tesis. Surakarta : Program Studi Ilmu Hukum 
Pascasarjana UNS
Hukum Perikatan Menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(Burgerlijk Wetboek). 
: UNS Press
Metode Penelitian 
Hukum. Bandung : Alfabeta
Studi Notariat & Serba-Serbi 
Praktek Notaris.
Ichtiar Baru van Hoeve
Metode Penelitian Hukum. 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
73
Efektivitas Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan ...                      
Jabatan Notaris
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 
Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia, Ord. Stbl. 
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 
Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk 
Perserikatan Perdata
